
TIDAK lama lagi, hanya tinggal menghitung
hari, masyarakat di sebagian wilayah Indonesia
akan melangsungkan pesta demokrasi di tingkat
lokal. Jika dihitung sejak lahirnya UU No 32 Tahun
2004, UU yang mengamanatkan pemilihan kepala
daerah secara langsung, maka pilkada kali ini adalah
pilkada keempat di masing-masing daerah. Namun
sayang, di beberapa daerah, masalah-masalah lama
semisal money politics dan dinasti politik masih
terus terjadi.

Perjalanan menuju negara demokrasi seperti
yang dicita-citakan UUD 1945 tak akan pernah
usai. Negara demokrasi adalah proses menjadi yang
tidak pernah ada ujungnya. Ia bergerak terus,
dinamis. Karena itu harus terus dikawal, dirawat,
dan dikontrol agar semakin matang, dewasa, sub-
stantif, dan tidak dirampok di tengah jalan.

Potensi kecil atau besar untuk berhenti, meny-
impang atau bahkan tak berjalan menuju pengabdi-
an kepada kemanusiaan yang adil dan beradab
selalu terbuka. Penyamun jalanan selalu pula men-
cari celah untuk menguasai dan menjalankan kereta
negara hukum dan demokrasi ini untuk tujuan mer-
ampok substansi demokrasi atas nama demokrasi
juga. Begitulah paradoks demokrasi yang harus
selalu kita waspadai (Suparman Marzuki: 2015)
Dinasti Politik

Demokrasi membuka jalan bagi siapa saja
untuk memperjuangkan haknya tanpa terkecuali.
Hal ini berarti membuka peluang bagi rakyat kelas
bawah untuk ikut menikmati kue demokrasi pada
satu sisi, tapi di sisinya yang lain juga memungkin-
kan munculnya dinasti politik. Dinasti politik seolah
menjadi kerumitan tersendiri bagi perkembangan
demokrasi di negara ini, karena setiap kepala daerah
yang tidak dapat lagi mencalonkan diri tidak akan
dengan begitu saja merelakan jabatannya. Hampir
di sebagian besar wilayah Indonesia mereka selalu
mencalonkan anggota keluarga (anak, istri, atau
saudara), selain untuk melanjutkan kekuasaan juga
untuk mengamankan posisi. 

Kekuasaan, meminjam istilah Machiavelli,
adalah milik pemenang dengan cara apa pun ia men-
dapatkannya.

Secara formal prosedural, keberadaan dinasti
politik sama sekali tidak menimbulkan masalah.

Hak politik untuk dipilih dan memilih adalah milik
setiap manusia tanpa terkecuali. Namun secara sub-
stansial dan historis, dinasti politik ini menimbulkan
banyak persoalan. Tidak perlu disebutkan satu per-
satu, negara ini memiliki puluhan nama kepala dae-
rah yang terjerat kasus korupsi bersama sanak
familinya, baik pada saat ia sedang menjabat
ataupun saat sudah digantikan oleh anggota keluar-
ga yang lain.

Secara substansial, manusia selalu berpotensi

menggunakan kekuasaan secara sewenang-
wenang. Adagium Lord Acton yang sampai hari ini
belum terpatahkan, Power tends to corrupt, but
absolut power corrupt absolutely, bahwa
kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang.
Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka hukum
dibutuhkan untuk memberikan batas-batasan ter-
hadap demokrasi yang akan dijalankan. Batasan
yang dimaksud selain terhadap kuantitas kewenan-
gan juga masa jabatan.

Selain itu, dinasti politik juga berpotensi
memanfaatkan perangkat daerah yang berada di
bawah kendali kepala daerah bersangkutan.
Seringkali kita mendengar PNS di lingkungan
pemkab/pemkot, kepala sekolah, kepala desa, dan
perangkat daerah lain, ikut melakukan kampanye di
daerah/desa masing-masing. Jika mereka tidak mau
melakukan atau jika suara calon yang mereka kam-
panyekan kalah, maka mereka terancam dipindah-
tugaskan atau bahkan diberhentikan. Yang tidak
kalah berbahaya, keberadaan dinasti politik ini akan
sangat berpotensi untuk mengubah hasil-hasil per-
olehan suara dengan cara yang tidak dibenarkan.
Oleh karena itu, peran Bawaslu dan tim saksi dari
masing-masing calon harus kuat, tidak boleh lengah
sedikitpun.

Berkaca pada hal di atas, maka pembangunan
demokrasi di negeri ini membutuhkan perjuangan
jangka panjang yang tiada usai. Demokrasi tidak
dapat berjalan sendirian, ia membutuhkan
perangkat lain (hukum, budaya, dan lain seba-
gainya) agar tetap berjalan pada relnya. Keberadaan
dinasti politik, ke depan wajib untuk dipertim-
bangkan demi kemaslahatan daerah untuk kepen-
tingan bangsa dan negara. (43)

— Despan Heryansyah, peneliti di Pusat Studi
Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII
Yogyakarta

SAAT ini, para pelaku teror di Indonesia berusaha mem-
bangun kekuatan di wilayah pedalaman. Mereka menjadikan
desa sebagai basis untuk melakukan konsolidasi, menyiapkan
amunisi, serta membangun strategi. 

Penggerebekan rumah terduga teroris di Desa Ajibaho,
Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, oleh per-
sonel Densus 88 Antiteror Polri merupakan salah satu bukti
bahwa desa menjadi lokasi strategis bagi teroris guna menghi-
langkan jejak, sekaligus menyusun rencana matang sebelum
beraksi. Dipilihnya desa sebagai basis aktivitas teror bukan
tanpa dasar. Mereka memahami sosiologi perdesaan yang
genap mengalami pergeseran. 

Dahulu kala, orang desa
selalu menunjukkan kecuri-
gaan terhadap orang asing.
Mereka menampilkan
ekspresi ”tidak suka” saat
melihat orang luar datang ke
wilayahnya. Muncul ketidaknya-
manan ketika loka mukim mere-
ka tiba-tiba dikunjungi oleh
orang atau kelompok tak dikenal.
Meskipun terkesan negatif, sebe-
narnya kecurigaan merupakan
wujud perhatian lebih terhadap
kehidupan orang lain. Sikap ini
menjadi modal besar bagi
negara dalam menguak kasus-
kasus terorisme. Berbekal
kecurigaan, keberadaan para
teroris yang lari ke pedalaman
bisa terlacak. Orang desa dapat
berperan dalam mengendus
siapa saja yang berusaha meng-
galang aksi terorisme.
Geliat Modernisasi

Kala modernisasi mulai
menyentuh wilayah
perdesaan, kecurigaan
ini semakin lama sema-
kin luntur. Merosotnya
kecurigaan orang desa lan-
taran budaya urban memengaruhi pola dan cara berpikir mere-
ka. Kecurigaan perlahan tergerus oleh prinsip hidup perkotaan
yang cenderung egoistis. Kepedulian yang awalnya juga men-
cakup kehidupan orang lain, akhirnya dicurahkan kepada diri
sendiri. Globalisasi membuat beragam nilai dari luar masuk ke
desa dan menciptakan psikologi, sosiologi, serta gaya hidup
masyarakat. 

Gejala menguatnya nilai-nilai urban pada diri orang desa
dikokohkan oleh pendidikan. Abdul Munir Mulkhan (2009:
94) melihat bahwa melalui pendidikan, modernisasi
menelusup pada kehidupan perdesaan. Banyak anak desa
yang merantau ke kota demi memasuki berbagai lembaga
pendidikan modern. Saat menempuh jenjang pendidikan ini-
lah, mereka bersentuhan dengan prinsip hidup orang kota. 

Bersarangnya budaya urban ke wilayah perdesaan juga
dipengaruhi oleh gelombang urbanisasi. Hasrat urban mem-

bimbing pemuda desa untuk berburu rupiah ke kota. Daripada
menjadi petani, anak muda masa kini lebih terobsesi sebagai
buruh. Muncul kepuasan tersendiri ketika mereka
melepaskan identitas tradisional dan mulai disebut orang kota. 

Pertukaran antara nilai-nilai desa dengan kota berlang-
sung pada waktu mereka bekerja. Saat mereka kembali ke
tanah kelahiran, nilai inilah yang ditularkan kepada warga
desa lain.

Pendidikan dan urbanisasi seolah berorientasi pada pem-
bentukan manusia egoistis. Kultur urban yang diselipkan
lewat keduanya cenderung membentuk kepribadian keras,
kasar, dan sukar diatur. Akibatnya, semangat dan etos kerja
orang desa yang dihiasi dengan komunalisme hilang tergan-

tikan individualisme. Padahal, selama komunal-
isme masih dipegang teguh oleh orang desa,

kepedulian terhadap sesama akan tetap ter-
pelihara. Begitu pula sebaliknya.

Pemerintah desa semestinya lebih
selektif saat menerima orang luar. Ketua

RT dituntut mengetahui latar belakang
dan sepak terjang siapa saja yang men-

jadi tamu dan warga baru. Di sinilah
urgensi buku induk desa yang

memuat sejumlah data penting,
termasuk identitas penduduk
tetap dan sementara. Selain
merealisasikan tertib adminis-
trasi pemerintahan, langkah ini
juga merupakan upaya men-
jauhkan desa dari anasir teror-
isme. 

Untuk menanggulangi aksi
terorisme, kepala desa beserta
pamong lain harus menggandeng

semua lapisan masyarakat.
Egosentrisme dan individualisme
yang terlanjur meracuni kawula
muda diatasi dengan cara melibatkan
mereka dalam ruang publik.
Motivasi gotong royong yang dimili-
ki golongan tua diarahkan pada usaha

mewujudkan good governance di desa.
Sebagai upaya memutus jaringan terorisme, warga diajak
untuk aktif dalam melakukan kontrol sosial. Jika ada hal-hal
yang mencurigakan, mereka dapat segera melaporkannya
kepada aparatur desa. Dalam konteks inilah, berlangsung apa
yang disebut dengan demokrasi deliberatif, di mana
demokrasi tidak hanya dijalankan oleh kaum elite (pemimpin
dan tokoh desa), melainkan juga warga desa.  

Kontrol sosial merupakan salah satu bentuk partisipasi
masyarakat desa. Said (dalam Samsul Komar, 2003) menje-
laskan bahwa kontrol sosial dalam khasanah perdesaan meru-
pakan alat pengawasan warga desa terhadap segala bentuk
interaksi dan hubungan sosial. Di sinilah pentingnya mele-
takkan desa sebagai benteng sosial pencegahan terorisme.
(43)

— Riza Multazam Luthfy, peneliti desa, mahasiswa
Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta
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Kekuasaan, meminjam istilah
Machiavelli, adalah milik pemenang

dengan cara apa pun ia 
mendapatkannya.Penyebar berita hoax terstruktur.

Penyebarannya sistematis, dampaknya masif...

***

Janji gandakan uang, kakek ditangkap.

Mungkin ingin buat uang tandingan...

(Kalau bertanding inginnya di nomor ganda)

Melawan Kejahatan Dunia Maya
Berbagai bentuk kejahatan di dunia

maya telah menjadi kecenderungan
yang meresahkan. Perkembangan
internet dan media sosial bisa memberi
dampak positif bagi masyarakat. Namun
sebaliknya juga bisa berdampak negatif.
Dunia maya sangat rawan dimanfaat-
kan untuk menyebarkan berita bohong
(hoax) yang di dalamnya bisa berten-
densi negatif seperti menyebarkan
kebencian atau menyulut radikalisme.
Dunia maya seperti sebuah ruang bebas
tanpa ada yang bisa mengendalikan.

Tekad Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk fokus mencegah keja-
hatan melalui dunia maya tentu sangat
didukung oleh masyarakat. Bahkan
selama ini kita sudah menunggu lang-
kah-langkah aparat untuk melawan ke-
jahatan di dunia maya. Undang Un-
dang Informasi Transaksi Elektronik
menjadi perangkat hukum, namun tin-
dakan riil dan cepat aparat kepolisian
untuk menelusuri penyebar berita bo-
hong belum banyak dilakukan. Jadilah
hoax begitu cepat menyebar karena
seolah dibiarkan begitu saja.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian
berjanji tahun ini akan fokus pada
masalah tersebut. Namun diingatkan
bahwa yang lebih penting dilakukan
adalah penyadaran masyarakat agar
tidak mudah percaya terhadap hoax
dan itulah bentuk perlawanan yang
lebih efektif di samping penegakan
hukum. Dari konteks ini kita melihat
tugas itu tidak mungkin hanya dibeban-
kan kepada aparat kepolisian. Menjadi
tanggung jawab bersama untuk mela-
wan arus informasi yang sangat berba-
haya ini.

Bagaimana pun negara harus hadir
dan tak boleh tinggal diam. Penyebar-
luasan berita bohong bukan hanya
menyesatkan, namun sudah berisiko
tinggi ketika mulai memengaruhi sendi-
sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
Apalagi kalau sudah menyangkut isu
SARA. Yang lebih memprihatinkan
adalah adanya motif-motif politik di
belakangnya. Maka hal itu jelas sangat
destruktif dan kontraproduktif. Dari sisi
inilah kita mendesak langkah-langkah
antisipasi yang sangat cepat dan tepat.

Salah satu yang segera dilakukan
adalah pembentukan Badan Siber
Nasional (BSN) yang akan memprotek-
si seluruh kegiatan siber nasional ter-
masuk mengatasi penyebarluasan
berita bohong yang sudah sangat
memprihatinkan. Menurut Menko
Polhukam Wiranto badan baru itu akan
mengkoordinasikan badan cyber
defence di Kementerian Pertahanan,
cyber intelligence Badan Intelijen
Negara (BIN) dan cyber security Polri.
Dengan demikian badan tersebut
diharapkan lebih powerful dan efektif.

Namun berbagai bentuk proteksi
akan selalu menimbulkan pro dan kon-
tra. Karena ada hal yang sangat funda-
mental terkait dengan kebebasan
berekspresi dan berpendapat yang
dijamin oleh konstitusi. Maka semua
langkah yang dilakukan haruslah tetap
terukur dan tidak asal-asalan. Sebenar-
nya jelas bisa dibedakan mana yang
dapat dikategorikan kejahatan dan
mana yang tidak. Artinya tak perlu ada
keraguan untuk menindak. Di mana
pun yang namanya kebebasan harus
tunduk pada hukum dan etika.

Keputusan mengejutkan dibuat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-
wati. Kementerian Keuangan memu-
tuskan mencoret JP Morgan Chase
and Co dari daftar mitra kerjanya. Hasil
riset yang dibuat oleh lembaga yang ter-
afiliasi dengan perusahaan keuangan
ternama itu dinilai tidak akurat dan tidak
kredibel. Riset merupakan aktivitas re-
guler yang dilakukan oleh lembaga
keuangan, apalagi bila layanan yang
diberikan sangat lengkap. Keleng-
kapan itu terwujud berkat struktur
perusahaan yang membentuk grup.

Dalam grup itu terdapat perusa-
haan yang menangani layanan per-
bankan maupun jasa-jasa keuangan
nonperbankan. Untuk memberikan
panduan bagi perusahaan-perusa-
haan yang berada dalam grup dan
untuk kepentingan para konsumennya
berbagai riset dibuat. Riset yang mem-
buat Kemenkeu meradang dirilis pada
November tahun lalu. Seperti biasa,
riset tentang valuasi saham di berbagai
bursa efek itu menghasilkan rekomen-
dasi. Rekomendasinya ternyata dirasa
sangat mengejutkan.

Para pelaku pasar modal memang
sangat membutuhkan riset. Para analis
membuat penelitian tentang prospek
berbagai perusahaan dan harga
sahamnya. Dari perhitungan para
analis tersebut dibuatlah rekomendasi.
Sebelumnya riset JP Morgan memberi
penilaian overweight untuk pasar
modal Indonesia. Artinya saham-
saham pilihan mereka di Indonesia
menunjukkan prospek cerah. Tetapi
dalam laporan risetnya tertanggal 13
November 2016, penilaian itu diturunk-
an dua tingkat sekaligus.

Terdapat tiga level penilaian. Level
tertinggi adalah overweight. Setikat di
bawah itu disebut normal atau netral.
Sering juga dipakai istilah hold untuk
level kedua ini. Sedangkan level teren-
dah adalah underweight, yang bisa
dipersepsikan sebagai perintah men-
jual atau mengurangi bobot kepemi-
likan pada saham-saham emiten di
Bursa Efek Indonesia. Rekomendasi itu
dianggap memberi pengaruh psikolo-
gis, yang bisa berdampak pada kinerja
Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG).

Pasar modal memang digerakkan
oleh informasi. Hasil riset itu tentu men-
jadi salah satu informasi yang akan
dipelajari oleh para investor, baik itu indi-
vidu maupun lembaga. Investor global
akan melihat hasil penelitian itu untuk
dibandingkan dengan prospek di
bursa-bursa efek negara lain. Per-
gerakan dana melintasi batas negara
memang ditentukan oleh informasi-
informasi seperti itu. Berburu laba seop-
timal mungkin dengan memanfaatkan
jangkauan operasi global menjadi
semangatnya.

Dengan kecenderungan demikian
itu wajar bila pemerintah khawatir ter-
hadap rekomendasi yang dikeluarkan
JP Morgan. Tetapi sebenarnya riset
merupakan hal yang rutin dilakukan
oleh lembaga-lembaga keuangan.
Dengan demikian riset seperti ini juga
dilakukan oleh institusi-institusi lain.
Setiap riset juga menghasilkan reko-
mendasi.  Persoalannya sekarang ada-
lah rasionalitas yang menjadi landasan
riset tersebut. Pemerintah perlu menun-
jukkan di mana ketidakakuratan dari
penelitian yang dibuat.  

Pemutusan Kontrak terhadap JPMorgan


